SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2014 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :a. bahwa guna menindaklanjuti surat Gubernur Jawa
Tengah Nomor 050/009814 Tanggal 19 September 2014
tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Karanganyar  Tahun 2014-2018;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Dacrah, vang dijabarkan dalam Peraturan
Mentert Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 RPJMD
dapat dievaluasi dan direvisi agar sesual dengan aturan
vang berlaku serta tanggap terhadap perubahan
lingkungan strategis yang senantiasa berubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b periu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2014-2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);




—*—

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700j;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

. 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4579);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

o Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4385);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah  kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20038
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Neger1
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daecrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517});

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2009 ~ 2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor O
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);




| 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

| 2005-2025 vang sclanjuinya disingkat RPJPD adalah

| dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua
puluh} tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun
2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2014-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
S (lima) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan
Tahun 2018.

8. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat
Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai
dengan Tahun 2018.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten Karanganvar untuk periode 1 (satu) tahun.

10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan vang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

. 11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12.Strategi Pembangunan adalah langkah-langkah
berisikan program-progra indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

13.Program Pembangunan adalah instrumen kebijakan
yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran,

atau kegiatan masyarakat yvang dikoordinasikan oleh
instansi Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagail
berikut :

Pasal 2

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima)
tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan
Tahun 2018 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan
dalam RKPD.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
{1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI : Pendahuluan;

b. BABII . Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BABIII . Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
serta Kerangka Pendanaan,

d. BABIV . Analisis Isu-Isu Strategis;

e. BABV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,

f. BABVI : Strategi dan Arah Kebijakan;

g. BABVII : Kebijakan Umum dan Program




Pembangunan Daerah;

h. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang
Disertai Kebutuhan Pendanaan
i BABIX Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
j. BAB X Pedoman ransisi dan kaidah Pelaksanaan;
k. BABXI . Penutup
(2) RPJMD berikut matriknya scbagaimana tercantum

dalam Lampiran merupakan bagian yang tdak

terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5
(1) RPOMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam
menyusun Renstra-SKPD dan sebagai acuan bagi
seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun
waktu Tahun 2013 sampai dengan 2018.

{2) Penyusunan RKPD tahun 2019 disusun dengan
berpedoman pada RPJP Daerah serta
memperhatikan RPJMN sampal dengan
ditctapkannya RPJMD Tahun 2019 - 2023.

Pasal [i
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Oktober 2016

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI KARANGANYAR,
ttd
JULIYATMONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd
SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI

JAWA TENGAH : (15/2016)

Salinan sesual dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Ba%i' n Hukum

ZULF@;

NIP. 19750811 }99903 1 009




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2014 - 2018

I. UMUM
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman
pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,
dan program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai

dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.

Periodesasi RPUMD mengikuti masa jabatan Bupati dan Wakil
Bupati, oleh sebab itu untuk periodesast RPUMD diubah dari tahun

2014 sampai dengan tahun 2018 menjadi dari tahun 2013 sampai
dengan 2018&.

I1. PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Cukup jelas.
Pasal 1l
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 66




